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PENGERTIAN "KEUANGAN NEGARA"

Harun Alrasyid

Pemakaian istilah "keuangan negara” untuk
pertama kali terdapat dalam UUD 1945. Untuk
memahami pengertian istilah "keuangan nega-
ra" dapat diberikan beberapa penafsiran yaitu
penafsiran menurut tata bahasa (gramaticale
interpretatie), menurut sejarah (historische
interpretatie), menurut sistematika (systema-
tische interpretatie) dan menurut tujuan kaidah
hukum (teleologische interpretatie). Dari ber-
bagai penafsiran tersebut istilah "keuangan
negara” harus diartikar secara resriktif yaitu
hanya mengenai pelaksanaan APBN yang su-
dah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam sejarah perundang-undangan Republik Indomesia, istilah
"keuangan negara” dipakai untuk pertama kali di dalam UUD 1945,' Bab
VIII ("Hal Kevangan™), Pasal 23, ayat 4 dan ayat 5. Karangan ini hanya
membahas ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan

suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan

undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan

Perwakilon Rakya:. "

Pertanyaan yang timbul ialah: apakah yang dimaksud dengan istilah
"keuangan negara” dalam ayat tersebut, yang menjadi tugas Badan Pemeriksa
Keuangan untuk memeriksanya? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan

! Lihot Lampiran Dekrit Presiden/Panglima Terlinggi Angkalan Perang lenang Kembali Kepadn UUD
1945 (Keputusan Presiden No. 150 Tazhun 1959, Lembaran Negara Tohun 1959 No. 75). Dapat
ditemukan jugn dolam Harun Alrasyid, Himpunan Peratiran Hikum Tata Negara, (Jakartz: Penerbit
Uaiversitns Indonesia, Edisi Kedua, 1994), hal. 7.
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Keuangan Negara 129

melakukan beberapa macam penafsiran.®
Kalae dilakukan penafsiran menurut tata bahasa (grammaricale

interpretatie), maka awalan "ke" dan akhiran "an" yang ditambahkan pada
kata pokok "uang” maksudnya ialah segala sesuatu yang bertalian dengan
soal vang. Pengertian ini terlalu luas, sehingga tidak memberikan kepastian
hukum,? bahkan dapat menimbulkan kesulitan baik bagi yang melakukan
pemeriksaan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, maupun bagi yang
memberikan pertanggungjawaban, yaitu Pemerintah.

Kalau dilakukan penafsiran menurut sejarah (historische interpretatie),
dengan menyadari bahwa hal ini bukan merupakan suatu keharusan tetapi
suatu kebutuhan,' maka ditemukan istilah "landsgeldmiddelen” yang ter-
cantum di dalam [ndische Stanrsregeling,® Bab Keempat, yang judulnya
“Van de begrooting en van geldleening” (Tentang anggaran dan tentang
peminjaman uang), Pasal 117, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Er is een Algemeene Rekenkamer, belast met het toezicht over het be-
heer der landsgeldmiddelen en over de verantwoording der reken-
plichtigen.

(2) De instructie van de Kamer wordt bij algemeenen maatregel van de
wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Neder-
tandschindie.

Terjemahannya:

(1) Ada Badan Pemeriksa Keuwangan, yang bertugas untuk melakukan
pengawasan tentang pengurusan keuangan negara dan tentang
pertanggungjawaban wajib hitung.

(2) Instruksi Badan tersebut ditetapkan dengan peraturan umum tentang
pemerintahan, sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang

1 Tenlang empnt macem carn penafsiran, yaitu gramalikal, historis, sislematis, dan wleologis, Likat
Mr. Paul Scholien, Algemeen Deel (Bagian Umum} dalom Deretan Asser {(Zwolle; N V. Uitgevers-
Maalschapplj W.E.J. Tjeenk Willink, Cel. Ke-2, 1934), hal, 48 dsi
Buku 1ersebut 1elah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia olzh Sili Soemarti Hartono, 8.H., dengan
penyunling Prol. Dr. Sudikno Medokusumo, 5.H., dengan judul Mr. C. Asser, Penuntun dalam
Mempelajan Hukum Perdaia Belonde, Bagian Umnm oleh Mr. Poul Scholten (Y ogyakena: Gadjnh Mada
University Press, 1992).

* Tenlang liga cila hukum (Die Idee des Rechis), yail keadilun, kegunaan, dan kepastion hukum, lihat
Gustav Radbruch, Verschile der Rechissphilosaphie (Goltingen: Vandenhoeck & Ruprecht, Edisi Keliga,
1965), hal. 24.

* Lihat O.W. Wolmes, Collected Legal Papers (New York, 1920), hal. 139:
“Hisloric continuity with the pest is not & duly, il is only & necessity”,

* Nama lengkapnya: Wet op de staslsindehling van Nederlandsch-Indie (Undang-undang tentang
susunan negera Hindia Belanda), Siantsblad 1925 No. 413, sering disingkat "IS™.
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130 Hukwm dan Pembangunan
cara pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan di Hindia Belanda.

"Algemene Maatregel van Bestuur” (A.M.v.B.) adalah swuatu bentuk
peraturan pada zaman Belanda yang dibuat oleh Raja.® Undang-undang yang
dimaksud dalam ayat (2) itu ialah: "Indonesische Comptabiliteitswet"
(Undang-undang Perbendaharaan Indonesia).’

Jadi, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terdapat badan yang
bernama "Algemene Rekenkamer” yang tugasnya ialah melakukan penga-
wasan terhadap pengurusan keuangan negara dan tanggungjawab para pen-
jabat yang berkaitan dengan pengurusan keuangan negara.

Bahwasanya Badan Pemeriksa Keuangan, secara fungsional, sama kedu-
dukannya dengan "Algemene Rekenkamer™ dikatakan oleh Profesor Supomo
dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Choo Sakai pada tanggal 15 Juli 1945
sebagai berikut:®

"Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan

suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang dulu dinamakan (Algemene)

Rekenkamer, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang.

(huruf kursif dari penulis).

Bahwasanya lingkungan kerja {werkkring} Algemene Rekenkamer ialah
mengenai soal anggaran, dijelaskan oleh Professor Kleintjes sebagai beri-
kut:® '

"De algemene rekenkamer beantwoordt de vraag, of de handelingen, die

vitgaven ten gevolge hebben, al dan niet met de begrooting overeens-

temmen, zij onderzoekt dus de rechrmatigheid der uitgaven”.
Terjemahannya:

"Badan Pemeriksa Keuangan menjawab pertanyaan, apakah tindakan-

tindakan, yang mengakibatkan pengeluaran, sesuai atau tidak dengan

¢ UUD Belanda, Pesal 57, ayat 1: "Door de Koning worden algemenc maalregelen van bestuur
vasigesicld”. UUD Belanda dapal ditcmuken dalam Mr. A.V. van der Berg, Bunde! Staatsweiien, Wetlen
en andere regelingen betrekking hebbende op het stantsrecht (Zwolle: N.V. Uilgevers-Maaischappij
W.E.I. Tjeenk Willink, 1971, hol. 27 ds1.

? Stanisblad 1925 No. 448, Rancangan UU Perbendaharaen Indonesia yang banu, untuk menggantikan
Indonesische Comprabilitciswet {(ICW), 1clah dipersiapkan oleh scbush Tim Penyusun di Deparicmen
Keuangan.

' Prol- Mr. H. Muhammad Yumin, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, (Jakarta: Yayasan
Prapanca, Jilid 1, 1959), hal. 311, Dokuritse Zyunbi Choe Sakai ndalah badan yeng dibentuk ofeh
Pemerintoh Militer Jepang unwk menyelidiki usaha persiapan kemerdckaan Indonesia.

® Mr. Ph, Kluinljes, Staaisintellingen van Nederlandsh-Indie (Amslerdam: I, H. de Bussy, Jilid Kedua,
cet. ke-6, 1933), hal, 340.
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Keuwanpan Negara . 131
anggaran, jadi ia memeriksa keabsahan pengeluaran™,

Nyatalah, dengan penafsiran sejarah diperoleh pengertian yang jelas
bahwa keuvangan negara berkaitan dengan soal anggaran. Badan Pemeriksa
Keunangan bertugas untuk memeriksa segi "rechtmatigheid” pengeluaran uang
negara. Profesor Wirjono, mantan Ketua Mahkamah Agung, menjawab segi
"doelmatigheid” (kegunaan).™®

Bahwasanya obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuwangan ialah
anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, juga dijelaskan
oleh Alons."

" Als mandataris van de wetgevende macht neemt de kamerdus geen deel

aan de voorbereiding en de totstandkoming van de begrooting en

evenmin aan de ten uitvoerlegging daarvan. Het toezicht op die ten
uitvoerlegging zal zich voornamelijk concentreeren op de door de

19 Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, 8.1., Azas-azas Hiwkum Totanegara di Indonesia (Jakena: Dion
Rakyat, Cet. ke-3. 1977}, hal. 109-110.
“Maka dapat disimpulkon, bahwa Badon Pemeriksa Kevangan bertugas untuk membantu DPR dalam
usaha mengkontrol, apakah Pemerimah tidok menyeleweng dan ketenluan-kelenluan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang sudoh diselujui olch DPR, Dengan demikian Badan Pemenksa
Ketangan ini merupakan semacam alat dari DPR, maka ndak berkedudukan sejajor dengan
Mahkamah Agung, melainkan berkedudukan minp dengan Dewon Penimbangan Agung.
Kalau Dewan Pedimbangan Agung adalah badan penaschal bagi Pemerintoh, maka Badan Pemenksa
Kenangan dapat dinwnakan badan penaschatbagi DPR. yang dapal menepor Pemenntah, apabila dari
laporan BPK wernvata ada penyelewengan don pihak Pemeriniab.
Penyelewengan inl dapal mengenai kewajiban Pemerintah unwk ndak menyimpang dasi pasal-pasal
Angparan Pendapatan dun Belanja Negara (rechimatigheid), don dapol juga mengenai kewajiban
Pemcrintah untuk mempergunakanuang negora dalam rangka begrooting secara sebaik-baiknya yang
betul-hietul bermaniaat bagi Nusa dan Bangsa (decimarigheid).
Lihat juga Prof. Dr. J.H.A. Logemann, Het staatsrechi van Indonesie (s'-Gravenhage, Bandung: W, van
Hoewve, Je dr., 1955), hal. [19:
"Der door de deparementen opgemaakie rekening wardl voorgelegd aan de rekenkamer (grondwei,
artike! 112}, dic haar onderzockt ¢n haar opmerkingen kan maken over de rechimarigheid en
doelmaiigheid der uilgaven, maar die haar niel kan wijzigen®.
Terjermahannya!
"Perhitungan yang dibuat oleh depantemen digjukan kepada Dewasn Pengawos Kevangan (UUD 1950,
Pasal 112), yang menyelidikinya dan dapat membual catalan mengenai keabsahan dan kepgunaan
pengetuaran, tetapi tidak dapal mengubahnya®.
Tersedia anggaran Rp. 100 jula untuk perbaikan gedung. wiapi kemudian ada rencana pindoh ke
lokasi lain. Meskipun bal ind sudah diketahui nimun perbaikan pedung wiap dilakukan sesual
angguran yamr sudah wrsedia. Jadi, sifatnya “rechumatig” namun tidak "doelmatip” {mubavyir), karena
1ot inslans itw akan pindah.

" Kapitein P. Alons. Her Behcer en de Veramwoording van de Geldmiddelen van Nederlandsch-Indie,
Handhoek imzake de Nederlandsch-Indische Comptabilitcils-Voorschrifen, Diterbitkan untuk Dinas
Administrasi Militer, tanpa lahun, hal, 217.

Tentang kedudukan Algemen Rekankamer sebagai Mandataris badan perwakilan rakyat, juga discbut olch
Wisse,
AJ. Wisse, Dv Begroiing van de Republik Indonesia (Jakarta; P.T. Pembangunan, 1993), hal. 37:

“De algemene Rekenkamer, alx mandataris van het pacdement ...°
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132 Hiukum dan Pembangunan

uitvoerende macht op te maken begrootingsrekening, zijnde de rekening
waarin verantwoording wordt afgelegd van de wijze waarop van de bij
de begrooting toegestane credieten gebruik is gemaakt en waarin de
verschillen tusschen de toegestane en uitgegeven bedragen worden
toegelicht”.

Terjemahannya:
"Sebagai mandataris kekuasaan legislatif, algemene rekenkamer tidak
ikut serta dalam mempersiapkan dan menetapkan anggaran dan juga
tidak dalam melaksanakannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan teru-
tama sekali akan terpusat pada perhitungan anggaran yang dibuat oleh
kekuasaan eksekutif, yaitu perhitungan dimana diberikan pertanggung-
jawaban mengenai cara bagaimana kredit yang diperbolehkan oleh ang-
garan telzh dipergunakan dan dimana diterangkan selisih antara jumlah
yang diperbolehkan dan yang dibelanjakan”.

Dari uraian kedua pakar tersebut dapat diketahui lebih jelas bahwa tugas
Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa pertanggungjawaban tentang
keuangan negara itu, maksudnya ialah mengenai pelaksanaan anggaran, ter-
utama yang berkenaan dengan pengeluaran uang negara yang pada hake-
katnya merupakan kredit."

Dalam hubungan itu, perlu diketahui Pasal 24 Indonesische Compra-
biliteiswer (Undang-undang Perbendaharaan Indonesia) yang bunyinya:
"Uitgaven buiten en boven de begrootingen hebben niet plaats”.
{Pengeluaran di luar dan di atas anggaran tidak diperbolehkan).

Pengertian "di luar” anggaran iatah tidak boleh menyimpang dari tujuan
yang telah ditentukan. Misalnya uang yang telah disediakan untuk belanja
barang tidak boleh dipergunakan untuk keperluan perjalanan dinas.

Pengertian "di atas™ anggaran lalah tidak boleh melakukan pengeluaran
melebihi batas (plafond) yang telah ditetapkan. Misalnya, disediakan Rp. 100
milyar untuk pembangunan gedung, tidak boleh dikeluarkan Rp. 150 milyar.

Ketentuan fundamental tersebut adalah ketemuan undang-undang. Jadi,

'* Bahwaxonya anggaran belanja pada hokekainys merupakan kredil, juga dikemukakan olch Bijloo.
Kapiteinl. Bijloa, Perbendaharaun (Terjemahan). diterbitknnoleh Bidsng Kepustakaandan Dokumentasi,
Pusal Penelitian dan Pengambangan Kevangan, Departemen Kenangan R 1979, hal. 13:

“Kesimpulannya adalah buhwa ani menunu undang-undang dasipada anpgaran inlnh erletak pada

sifoinya schagai “undong-undang kredt® feredienver).

Perlu dicamkan bahwa Pemeriniah tidak bolch mengadakan perikatan fverbintenis), jika tidak lersedia
kredit dalom APBN. Hal ini merupakan sendi utama pengumsan anggaran ("hel centrale beginsel van
begrotingsheheer®).

Lihat Logemann, ep.cit., hal. 117,

April 1995




Keuangan Negara 133

tidak boleh diubah dengan peraturan yang derajatnya lebih rendah daripada
undang-undang.

Kalau dilakukan penafsiran menucut susunan pasal 23 (sysfematische
interpretatie), yaitu ayat 5 dihubungkan dengan ayat 1 yang mengatur ten-
tang anggaran negara, maka juga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dipe-
riksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan ialah pelaksanaan keuangan negara
seperti yang diuraikan di dalam Anggaran Pendapaian dan Belanja Negara
(APBN). Hubungan tersebut juga dikemukakan oleh Profesor Wirjono:"?

"Sebagai supplement dari ayat 1 pasal 23 adalah ayar 5 yang menu-

gaskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (Algemen Rekenkamer, The-

saury-General) untuk mengawasi Pemerintah dalam hal menjalankan
begrooting-negara”.

Akhirnya, kalau dilakukan penatsiran menurut tujuan kaidah hukum
dimaksud (teleologische interpretatie}, maka juga akan sampai pada kesim-
pulan yang sama, yaitu tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan ialah untuk menjaga agar uang negara yang dibelan-
jakan oleh Pemerintah sesuai dengan anggaran yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat. Hal ini juga dijelaskan oleh Profesor Supomo:*

"... dalam negara demokrasi yang berdasarkan kedawlatan rakyar, se-

perti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja it dire-

tapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Per-
wakilan Rakyat. '

Berapa caranya rakyat - sebagai bangsa - akan hidup dan dari mana di-

daparnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri,

dengan peramtaraan Dewan Pernwakilannya.

Rakyai menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya ...

Cara Pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui

oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus sepadan dengan keputusaen terse-

bur”.

Alhasil, sebagai keputusan akhir, istilah "keuvangan negara™ yang ter-
cantum dalam Pasal 23, ayat 5, UUD 1945, harus diartikan secara restrik-

" Wirjono Pradjodikero, ep.cit., hal, 109,

" Lihm Penjefasan UUD 1945 yang dibual oleh Prof. Supomo.
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tit,'* yaitn hanya mengenai pelaksanaan APBN yang sudah disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, ketentuan pasal 23, ayat 5, itu
harus dibaca sebagai berikut:

"Untuk memeriksa tanggungiawab Pemerintah rentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diadakan Badan Pemeriksa
Keuwangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil
pemeriksaan itu diberitahikan kepada Dewan Penwakilan Rakyat.

Dengan perumusan seperti itu, tidak akan timbul penafsiran yang
berbeda-beda dan akan terdapat kepastian hukum.

Sumbangan
darah andg,

menolong pwa
sesama Mmanusia

<o

IKLAN PELAYANAN "HUKUM dan PEMBANGUNAN"

¥ Berbeda paham Pembuat Undang-undang No. § Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

yang menafsirkonistilah “keunngan negara™ secara luas, yaitu idak hanya mengenai APBN, elapi APBD,

anggaran peruzahaan milik negara, dan lain-lain.
Lihat Penjelasan Posal 2 Undang-undang (organik} lersebul yang berbunyi:

“Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pertangpinganfowab keiiangan Negara, termasik antara lain

pelakyanuan Anggaran Pendapotan dan Belanja Negara fhaik Anggaran Rutin prn Perb
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Anggaran Pendapaian dan Belanfa Daerah serta Anggaran Perusakaan-penschaan mifik Negara .. "
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